LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.8, 2020 ADMINISTRASI. Dewan Pengawas. Tata Cara
Pengangkatan. Ketua dan Anggota. KPK. (Penjelasan
dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6457)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37E ayat (11)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara
Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6409);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi
adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan
eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Dewan
Pengawas adalah dewan yang dibentuk untuk
mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi
Pemberantasan Korupsi.

3. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah
serangkaian  kegiatan untuk mencegah dan
memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui
upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang

pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2
Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
b. 4 (empat) orang anggota.
Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat)
tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang

sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB III
PENGANGKATAN

Pasal 3

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi

persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. memiliki integritas moral dan keteladanan;

e. berkelakuan baik;

f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun;

g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;

h. Dberpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);

tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai

politik;
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;
tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota
Dewan Pengawas; dan

mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan
setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 4
Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dan ditetapkan oleh
Presiden Republik Indonesia.
Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Presiden Republik Indonesia membentuk panitia

seleksi.

Pasal 5

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur

masyarakat.

Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri

atas:

a. S (lima) orang yang berasal dari unsur Pemerintah
Pusat; dan

b. 4 (empat) orang yang berasal dari unsur
masyarakat.

Susunan keanggotaan panitia seleksi terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang
berasal dari unsur Pemerintah Pusat;

b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
dan

c. 7 (tujuh) orang anggota.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
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Pasal 6

Panitia seleksi mempunyai tugas:

a.

(1)

(2)

(3)

mengumumkan penerimaan calon anggota Dewan
Pengawas;

melakukan pendaftaran calon anggota Dewan
Pengawas;

mengumumkan nama calon anggota Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud dalam huruf b di laman resmi
Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan
tanggapan masyarakat; dan

menentukan nama calon anggota Dewan Pengawas
sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Dewan
Pengawas yang akan diangkat dan ditetapkan oleh

Presiden Republik Indonesia.

Pasal 7
Tahapan seleksi anggota Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
a. pengumuman penerimaan calon anggota Dewan
Pengawas;
b. pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas;
c. pemeriksaan persyaratan dan pengumuman
nama calon anggota Dewan Pengawas; dan
d. penentuan nama calon oleh panitia seleksi.
Pengumuman penerimaan calon anggota Dewan
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik,
dan laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja secara
terus menerus.
Pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada
panitia seleksi dengan melampirkan dokumen
persyaratan berupa:
a. surat lamaran bermaterai cukup;

b. daftar riwayat hidup;
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